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RINGKASAN 

Kekerasan seksual sebagai fenomena yang sangat memprihatinkan terkuak dari 
berbagai fakta di lapangan, tak terkecuali di Perguruan Tinggi. Sebagai respon cepat dan 
tangkas terhadap kondisi ini, dikeluarkanlah Permendikbud No 30 yang meniscayakan 
pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di 
setiap kampus. Penelitian tentang Kekerasan Seksual sudah banyak dilakukan, namun yang 
spesifik mengkaji Satgas PPKS dalam melaksanakan peran strategisnya untuk mewujudkan 
Kampus aman dan Zero Kekerasan Seksual belum dilakukan. Penelitian ini mengisi ruang 
kosong yang sangat penting bagi Pemangku kebijakan dalam memotert kondisi PT di 
Indonesia dalam mengimplementasikan PPKS melalui peran Satgas. 

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui kesiapan dan dukungan Perguruan Tinggi 
dalarn pembentukan Satgas PPKS untuk melakukan Percepatan pencegahan dan 
penanganan Kekerasan Seksual dan (2) merumuskan strategi penguatan Satgas PPKS di 
Perguruan Tinggi untuk melakukan percepatan pencegahan dan penanganan Kekerasan 

Seksual. 

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Universitas Mataram, 
Universitas Negeri Surabaya, lnstitut Teknologi Bandung. Penelitian ini berorientasi 
kebijakan (policy-oriented research) dengan metode gabungan antara kualitatif dan 
kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui angket, wawancara, FGD, dan data 
sekunder. Kuesioner pada masing-masing Perguruan Tinggi (3 Perguruan Tinggi) 
diberikan kepada sivitas akademika terdiri dari 175 responden meliputi mahasiswa 100 
orang, dosen 50 orang, tenaga kependidikan 25 orang dengan proporsi 40%laki-laki dan 
60% perempuan, dengan kriteria korban, rentan menjadi korban dan bukan korban 
kekerasan seksual. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pimpinan Perguruan Tinggi 
( 4 orang), dosen ( 4 orang), mahasiswa ( 4 oang) dan tenaga kependidikan 2 orang). FGD 
(focus group discussion/diskusi kelompok terpimpin) di tiga kampus: peserta adalah 
mahasiswa (10-15 orang); dosen (10-15 orang); tendik ( 1015  orang), dari unsur Lembaga 
Kode Etik, Pusat Studi Gender, BEM dan anggota SATGAS Perguruan Tinggi. Data 
Sekunder diambil dari tingkat Universitas, Fakultas dan Unit Layanan/ Satgas PPKS sesuai 
kebutuhan. Data yang dikumpulkan antara lain: Peraturan Rektor tentanag Kekersan 
Seksual, Aturan atau kebijakan internal Perguruan Tinggi terkait PermendikbudRistek No 
30 tahun 2022, Respon Kampus dalam Pembentukan Pansel, SDM, faktor pendukung 
lainnya (Ruang, IT, Insfrastruktur), dukungan Kampus, Jaringan Intern kampus dan 
eksternal, keterlibatan mahasiswa dan Tendik, media, dan kendala yang dihadapi Satgas. 

Luaran wajib yang akan dicapai adalah Naskah kebijakan aras masing-masing 
Perguruan Tinggi dan luaran tambahan adalah Draft Panduan pencegahan dan 
penanganan KS di Penguruan Tinggi yang spesifik di masing-masing PT. Tingkat 
Kesiapterapan Teknologi (TKT) saat ini adalah 1, TKT yang akan dicapai pada akhir 
penelitian adalah 2. 

KATAKUNCI 
Kekerasan Seksual; pencegahan; penanganan; Satuan Tugas; Perguruan Tinggi 
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I.PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi marak terjadi bahkan menunjukan 

peningkatan dari tahun ke tahun, serta mendapat perhatian luas di masyarakat. 

Bentuk kekerasan seksual dapat terjadi secara verbal, non-fisik maupun fisik dan 

atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Contoh kasus yang terjadi di 

Universitas Mataram antara dosen sebagai pelaku dan mahasiswi sebagai korban 

hingga korban menjadi trauma. Laporan Komnas Perempuan menunjukan dari 

174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, terdapat 89% perempuan dan 4% laki 

laki korban kekerasan seksual. Ditjen Diktiristek tahun 2020 melaporkan 77% 

dosen menyatakan pemah mengalami kekerasan seksual di kampus, 63% dari 

mereka tidak melaporkan kasus tersebut. Selama ini banyak korban tidak berani 

bicara karena belum ada jaminan perlindungan dari kampus. 

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.30 tahun 

2021 tentang pencgahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguran Tinggi( 

Permendikbudristek PPKS) adalah jawaban dari persoalan yang selama ini 

dihadapi warga kampus. Semangat Permendikbudristek adalah memberikan 

perlindungan kepada warga kampus agar korban kekerasan seksual tidak terns 

bertambah. Adapun tujuan Permendikbudristek ini diantaranya:1) sebagai 

pedoman dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan 

penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di 

dalam atau di luar kampus. 2) Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang 

manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan 

diantara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di 

Perguruan Tinggi. 

Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerassan seksual (Satgas) 

merupakan unsur penting yang harus ada dalam implementasi Perrnendikbudristek 

PPKS. Pertanyaan Umum penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana respon 

sivitas akademika PT terhadap perrnendikbudristek no 30 tahun 2021? Bagaimana 

kondisi eksisting dan kesiapan PT dalam implementasi permendikbud no 30 

Tahun 2021 dalam hal pembentukan Satgas PPKS? - Bagaimana pengetahuan 
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sivitas akademika PT terhadap pennendikbudristek no 30 tahun 2021?  

Bagaimana kesadaran sivitas akademika PT terhadap pennendikbudristek no 30 

tahun 2021?- Bagaimana tahapan implementasi pennendikbud no 30 tahun 2021? 

- Bagaimana penanganan terhadap kasus KS yang terjadi selama ini? Kata kunci 

maksimal 5 kata Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi 

latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus dan studi 

kelayakannya. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi 

keterkaitan skema dengan bidang fokus atau renstra penelitian PT. - Apa saja 

kendala - dikaitkan dengan isi pennendikbudristek? Bagaimana strategi 

penguatan Satgas PPKS di Perguruan Tinggi untuk melakukan percepatan 

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual? 

1.2. Tujuan 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk: mendokumentasik:an kondisi, 

potensi dan kendala yang dihadapi Perguruan Tinggi dalam implementasi 

Pennendik:budristek PPKS. Adapun tujuan khusus yang akan dicapai adalah: 

Mengetahui kesiapan dan dukungan Perguruan Tinggi dalam pemebentukan 

Satgas PPKS untuk melakukan Percepatan pencegahan dan penagnanan 

Kekerasan seksual, dengan: Memetakan keragaman perspektif, pengetahuan, 

pemahaman, kesadaran, dan respon sivitas akademik:a PT terhadap 

Pennendikbudristek no 30 tahun 2022. Memetakan keragaman penanganan dan 

pencegahan kasus KS di PT secara internal dan eksternal Memetakan kebijakan 

internal Pendidik:an Tinggi yang terkait pencegahan dan penanganan KS di 

Perguruan Tinggi Memetakan sistem kelembagaan internal Pendidik:an Tinggi 

dalam pencegahan dan penanganan KS Merumuskan strategi penguatan Satgas 

PPKS di Perguruan Tinggi untuk melakukan percepatan pencegahan dan 

penanganan Kekerasan Seksual.. Penelitian ini penting untuk dilaksanakkan 

mengingat masih adanya pemahaman yang berbedabeda dik:alangan Perguruan 

Tinggi, dan dengan focus pada pembentukan dan penguatan Satgas pencegahan 

dan penanganan kekerasan seksual diharapkan dapat berkontribusi pada 

pencegahan kekerasasn seksual di Perguruan Tinggi melalui skema penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks dengan beragam varian, 

dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, 

publik dan negara, tak terkecuali di ranah kampus. Gelfand, Fitzgerald, & 

Drasgow (1995) mengkonseptualisasikan kekerasan seksual sebagai tindakan 

berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu pelecehan 

gender (gender harassment), perhatian seksual yang tidak diinginkan (unwanted 

sexual attention) dan pemaksaan seksual (sexual coercion). Dalam Peraturan 

Menteri No 30 tahun 2021 Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan 

merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi 

reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang 

berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang 

mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan 

melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. 

Kekerasan seksual dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender 

dan rape culture. Salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi 

serta tidakmudahnya Korban menyuarakan kejadian yang dialaminya disebakan 

kuatnya timpangnya relasi kuasa antara. Korban dan pelaku pihak pelaku (Hamdi, 

2021). Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Amir Karami dkk. (2020) dalam 

tulisannya Unwanted Advanced in Higher Education: Uncovering Sexual 

Harassment Experiences in Academia with Text Mining yang menemukan bahwa 

kasus kekerasan seksual di dalam lingkungan pendidikan kerap tak nampak ke 

permukaan (Karami et al., 2020). Lebih lanjut, Karami (2020) menyatakan bahwa 

pelaku yang sudah terbukti salah dengan tindakan yang dilakukannya enggan 

bertanggung jawab dan acuh terhadap dampak yang diterima oleh penyintas. 

Kekuasaan yang dimiliki menopang pelaku untuk bebas dari hukuman yang sudah 

sepantasnya diterima. Pada saat inilah relasi kuasa bermain di antara yang 

berkuasa dan yang lemah dalam kuasa. Michael Foucault, menjelaskan dalam 

Teori Relasi Kuasa, bahwa dimana ada relasi, maka berpotensi terdapat kekuasan, 

di mana kekuasan dan pengetahuan bertalian erat. Apa yang dimaksud oleh 
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Foucault adalah, kek:uasaan terjadi karena adanya pengetahuan atau kesadaran dari 

individu-individu yang berelasi akan apa yang dimiliki oleh lawannya. 

Pengetahuan itulah yang membentuk relasi powerful dan powerless, serta 

meregulasi nilai dan perilaku orangorang yang ada dalam relasi tersebut. 

Christoper Kilmartin (2001) menjelaskan bahwa kebanyakan kasus kekerasan 

seksual bukanlah hasil dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Kekerasan 

seksual terjadi bukan karena unsur ketidaksengajaan, khilaf atau pun kejadian tiba 

tiba. 

Kekerasan seksual lebih merupakan sesuatu yang terjadi karena direncanakan 

dan pelaku sangat sadar sekali bahwa dirinya memiliki kuasa, kesempatan serta 

pembacaan terkait situasi korbannya. Bahkan mereka mengetahui dan 

menganggap bahwa korban tidak akan menolak atau pun bercerita ke orang lain 

atas kejadian yang dialaminya. Tak segan, pelaku bahkan melontarkan ancaman 

atau intimidasi jika korban berniat melaporkan kejadian tersebut. Berhadapan 

dengan intelektual kampus tentu tidak mudah bagi korban, yang dalam struktur 

sosial tidak mendapatkan kekuasaan, kepercayaan, dan kewenangan yang lebih 

besar daripada pelaku. Kek:uasaan atas pengetahuan yang ditekankan oleh Michel 

Foucault menggambarkan bagaimana relasi yang terjadi di lembaga pendidikan 

mampu menciptakan kek:uasaan yang dapat diselewengkan (Hewett, 2004). 

Penyelewengan kek:uasaan inilah yang mengarah pada terjadinya tindakan 

kekerasan seksual di kampus. Kekuatan relasi kuasa yang disalahgunakan tersebut 

yang menjadikan kasus-kasus kekerasan seksual di kampus didominasi oleh 

struktur kuasa yang lebih tinggi dibanding korban. 

Untuk membongkar relasi kuasa tidak setara yang berpotensi diselewengkan 

dan berpeluang terjadi Kekerasan seksual, perlu penegakan system dan aturan 

yang memayunginya. Permendikbud menjadi jawaban atas kondisi ansurd ini 

yang mengamantkan setiap kampus memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan seksual. Sebagai upaya untuk membongkar relasi kuasa 

yang begitu kuat dalam konteks Kekerasan seksual di perguruan Tinggi 

dibutuhkan kehadiran Negara melalui regulasi yang mengikat civitas akademika. 

Kelahiran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual sebagai 

amanat Permendikbud No 30 ini dapat dipahami sebagai strategi percepatan 
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permasalahan yang sudah berada dalam titik kritis. Paradigma yang berkembang 

adalah setiap ada permasalahan pasti diperlukan aturan dan setiap aturan 

dimungkinkan muncul kelembagaan, dalam bal ini Satgas PPKS. Kelembagaan 

baru membutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi pada 

bidang psikologi, Adovokasi dan Hukum, dan juga Kesebatan. Tidak hanya itu, 

Satgas PPKS meniscayakan dukungan penuh Kam.pus baik berupa anggaran, 

infrastruktur dan juga kebijakan. Hal ini ini akan memunculkan anggaran dan daya 

dukung kampus. Dalam konteks ini, kesiapan Perguruan Tinggi dalam merespon 

am.an.at pembentukan Satgas beragam. Sudah semestinya Permendikbud-Ristek 

PPKS disambut secara positif sebagai langkah pemerintah ini untuk memperkuat 

payung hokum bagi penyintas kekerasan seksual. Peraturan tersebut baruslah 

ditanggapi dengan cepat melalui langkahlangkah strategis sebagai bentuk 

kewajiban kampus dalam menyediakan ruang yang am.an dan melumpuhkan gerak 

predator kekerasan seksual. Road Map Penelitian Road Map Penelitian 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi melalui 

Pembentukan dan Penguatan Satuan Tugas disajikan dalam bagan berikut. Secara 

garis besar roadmap berawal dari potensi Perguruan Tinggi yang telah 

menghasilkan basil-basil kajian dan sumberdaya manusia dan kelembagaan 

PSW/G sebagai motor penggerak. Dalam kurun lima tahun ke depan dihasilkan 

tahapan penguatan Satgas PPKS sebagai garda depan dalam mewujudkan kampus 

yang aman, nyaman, dan zero Kekerasan seksual melalui penguatan kelembagaan 

Satgas. 
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III. METODOLOGI 

3.1. Pendekatan dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian berorientasi kebijakan (policy-oriented 

research) dengan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan 

kualitatif dilakukan melalui studi kasus, dukungan data kuantitatif diperoleh 

melalui angket. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu Universitas 

Mataram dan Universitas Negeri Surabaya, dan Institut Teknologi Bandung. 

3.2. Responden/Informan dan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan lima cara yaitu quesioner, indepth 

interview, diskusi kelompok terpimpin (FGD), data sekunder, dan observasi. 

Angket pada masing-masing Perguruan Tinggi diberikan kepada sivitas 

akademika terdiri dari 175 responden meliputi mahasiswa 100 orang, dosen 50 

orang, tenaga kependidikan 25 orang dengan proporsi 40% laki-laki dan 60% 

perempuan, dengan kriteria korban, rentan menjadi korban dan bukan korban 

kekerasan seksual. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pimpinan 

Perguruan Tinggi ( 4 orang), dosen ( 4 orang), mahasiswa ( 4 oang) dan tenaga 

kependidikan 2 orang). FGD (focus group discussion/diskusi kelompok terpimpin) 

di tiga kampus: peserta adalah mahasiswa (10- 15 orang); dosen (10-15 orang); 

tendik (10-15 orang), dari unsur Lembaga Kode Etik, Pusat Studi Gender, BEM 

dan anggota SATGAS Perguruan Tinggi. Data Sekunder diambil dari tingkat 

Universitas, Fakultas dan Unit Layanan/ Satgas PPKS sesuai kebutuhan. Data 

yang dikumpulkan antara lain: Peraturan Rektor tentanag Kekersan Seksual, 

Aturan atau kebijakan internal Perguruan Tinggi terkait PermendikbudRistek No 

30 tahun 2022, Respon Kampus dalam Pembentukan Pansel, SDM, faktor 

pendukung lainnya (Ruang, IT, Insfrastruktur), dukungan Kampus, Jaringan 

Intern kampus dan eksternal, keterlibatan mahasiswa dan Tendik, media, dan 

kendala yang dihadapi Satgas. 
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3.3. Tahapan Penelitian 

Langkah - langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 1 .  Penyebaran kuesioner kepada anggota satgas di masing-masing 

perguruan tinggi. 2. lndepth interview terhadap pimpinan PT dan Lembaga terkait 

untuk menggali data tentang kebijakan di PT, peraturan-peraturan tentang KS dan 

implementasinya, sistem penanganan KS dan implementasinya. 3. FGD 

dilaksanakan untuk mendiskusikan kesiapan perguruan tinggi dalam 

mengimplementasikan Permen PPKS dan pembentukan Satgas PPKS 4. 

Pengambilan data sekunder terkait proses persiapan dan implementasi 5. Analisis 

data dilakukakan secara kuantitatif, deskriptif kualitatif dan analisis kebijakan. 

Analisis data hasil angket akan disajikan dengan rata-rata. Data hasil studi 

mendalam dan diskusi kelompok terpimpin akan dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. Proses analisis mengacu pada Miles dan Huberman, selanjutnya akan 

disusun policy brief berdasarkan analisis kesiapan dan implementasi Satgas di 

perguruan tinggi. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Karakteristik Responden 

Total responden dari Universitas Mataram adalah 164 orang terdiri dari 73 

(44%) responden laki laki- dan 91 (56%) responden perempuan. Responden dari 

kalangan mahasiswa sebesar 65%, dosen 18% dan tenaga kependidikan 

17%.Kuesioner diberikan kepada civitas ak:ademika Univeritas Mataram di Fak:. 

Teknik, FMIPA, Fak:. Ekonomika dan Bisnis, Fak:.Hukum, Fak:. Ilmu Pendidikan, 

Fak: Pertanian dan Program studi Sosiologi dan Komunikasi serta program 

Pascasarjana. Adapun tingkat Pendidikan akhir responden adalah, tarnat SMA, 

diploma, SI,  S2 dan S3. Peneliti memberikan kuesioner kepada mahasiswa Unesa 

di Fak:. Teknik, FMIPA, Fak:. Ekonomika dan Bisnis, Fak:. Ilmu Sosial dan Hukum, 

Fak:. Ilmu Pendidikan, Fak llmu Olahraga, Fak:. Bahasa dan Seni, Program Vokasi, 

dan Program Pascasarjana. Responden mahasiswa berumur antara 18-30 tahun, 

terdiri dari mahasiswa SI dan S2. Jenis kelamin adalah 88 % perempuan, 10.2 % 

laki dan 1 % orang tidak: menyebutkan jenis kelaminnya. Status kemahasiswaan 78 

% mahasiswa biasa yang tidak memiliki jabatan tertentu dalam Lembaga 

kemahasiswaan, hanya 18% berstatus sebagai pengurus Lembaga mahasiswa. 

Pendidikan terakhir yang ditarnatkan adalah SLTA sebesar 6 6 , 3 % ,  2.04% 

mahasiswi/a Diploma, mahasiswa S 1 sebesar 28,6%, Sarjana S 1 sebanyak 2.04% 

dan 1.02% mahasiswi/a S2. Responden pada Institut Teknologi Bandung 

berjumlah 75 orang terdiri dari laki laki 36 orang, perempuan 38 orang dan 1 orang 

responden tidak: menyebutkan jenis kelaminnya. Mereka berasal dari program 

studi Matematika dam IP A, Teknik Mesin dan Dirgantara, SeniRupa dan Desain 

dan Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. 

4.2. Kekerasan seksual yang pernah ditemui responden di Lingkungan 

kampus 

Berdasar data diketahui bahwa mayoritas responden di Universitas Mataram (30 

45%) mengetahui Teman sebagai Korban dengan beragam bentuk Kekerasan 

seksual yang dialami oleh Teman Responden antara lain: 
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- Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, 

kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban, 

- Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tan.pa persetujuan Korban, 

- Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siu-lan yang 

bemuansa seksual pada Korban, 

- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bemuansa 

seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban, 

- Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio 

dan/atau visual Korban yang bemuansa seksual tan.pa persetujuan Korban, 

- Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bemuansa 

seksual tan.pa persetujuan Korban, 

- Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bemuansa 

seksual tan.pa persetujuan Korban, 

- Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan 

kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi 

- Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk 

melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban 

- Memberi hukuman atau sanksi yang bemuansa seksual] 

- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau 

menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tan.pa persetujuan Korban 

- Membuka pakaian korban tan.pa persetujuan Korban] 

- Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual 

- Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, clan Tenaga 

Kependidikan yang bemuansa Kekerasan Seksual] 

- Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil] - Membiarkan terjadinya 

Kekerasan Seksual dengan sengaja] 

- Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya 

Sementara sekitar 1- 6 % responden pernah mengalarni ( sebagai korban) 

kekerasan seksual antara lain: 

- Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan 

kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi 
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- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau 

menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban 

- Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga 

Kependidikan yang bemuansa Kekerasan Seksual]] 

- Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual] 

- Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain 

alat kelamin] - Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi] 

Berdasar data dari Unesa dik:etahui bahwa mayoritas responden mengetahui 

Teman sebagai Korban dengan beragam bentuk Kekerasan seksual yang dialami 

oleh Teman Responden. Sedangkan Responden sebagai Korban ditemui paling 

ban.yak 15 % pada kekerasan verbal berupa ucapan, rayuan bemuansa seksual. 

Menatap korban 13.9 %. Ujaran bias gender 10 %. Sedangkan bentuk kekerasan 

lainnya di bawah 10 %. Dari data juga terkuak bahwa teman sebagai Pelaku 

Kekerasan Seksual dijumpai sebesar 30 %, KS dalam bentuk ujaran bias gender. 

33 % mempraktikkan budaya bernuansa Kekerasan Seksual. 31 % membiarkan 

terjadinya Kekerasan Seksual dan 26 % Teman sebagai pelaku perkosaan. 27 % 

Teman memaksa Korban melakukan transaksi seksual. 26 % Teman memberi 

hukuman bemuansa seksual. 26.4 % Teman membujuk dan mengancam. 

Persentase bentuk kekrasan lainnya di bawah 25 % 

4.3. Pengetahuan tentang Satgas PPKS 

Sebanyak 65 % responden tidak mengetahui keberadaan Satgas PPKS di 

Universitas Mataram. Ini bisa dipahami, karena SatgasPPKS Universitas Mataram 

relative baru terbentuk .Mayoritas responden (22 %) tidak mengetahui apa itu 

satgas PPKS, sekitar(l 1,6%) memperoleh Informasi tentang Satgas PPKS di 

lingkungan Perguruan Tinggi yang dibentuk berdasarkan Kemendik:bud Ristek 

PPKS No. 30 Tahun 2021 dari media elektronik, dan 8% mengetahui melalui 

sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian di lingkungan kampus Universitas 

Mataram. Sebanyak 65 % responden tidak mengetahui keberadaan Satgas PPKS 

di Universitas Mataram (gambar berik:ut) Ini bisa dipahami, karena Satgas PPKS 

Universitas Mataram relative baru terbentuk 
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Ada 

a Belum ada, lanjutkan 

ke 37 

Tidak mengetahui, 

lanjutkan ke 37 

Sebanyak 51 % responden menjawab tidak mengetahui terhadap pertanyaan 

Apakah Satgas sudah menangani kasus kekerasan seksual di kampus, 29 % 

menjawab sudah dan 20% responden lainnya tidak mengetahui apakah satgas 

PPKS yang berada di Universitas Mataram sudah menangani kasus kekerasan 
' 

seksual. 

Belum 

a Sudah 

Tidak mengetahui 

Pertanyaan tentang Bagaimana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan 

seksual oleh Satgas Telah memenuhi kebutuhan korban, dijawab responden 

seperti yang tertera pada gambar dibawah ini: 
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52% 

Sangat setuju 

Sangat setuju 

Sangat tidak setuju 

e Setuju 

Tidak setuju 

Dari gambar diatas terlihat bahwa 52% responden merasakan apa yang telah 

dilakukan institusi (Universitas Mataram) dalam mencegah dan menangaru 

kekerasan seksual di kampus sudah memenuhi kebutuhan korban. 

Bagaimana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual oleh Satgas 

Telah diketahui sivitas kampus: 

Sangat setuju 

s Sangat setuju 

- Sangat tidak setuju 

Setuju 

Tidak setuju 

Sejumlah 36% responden di Universitas Mataram sangat setuju bahwa 

pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual oleh satgas telah diketahui 

oleh civitas akademika. Memang selama ini upaya pencegahan dan penanganan 

kekerasan seksual dilakukan di masing-masing unit yaiu fakultas di lingkungan 

Universitas Mataram. 

Pertanyaan tentang perlunya ada lembaga yang khusus untuk menangaru 

kekerasan seksual di kampus, mendapat respon sangat positif. Pada gambar 

dibawah ini terlihat sebanyak 99 % responden menyatakan sangat perlu dan perlu, 

hanya 1 % responden saja yang menyatakan tidak perlu. 
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79% 

n Perlu 

n Sangat perlu 

Tidak perlu 

Penelitian &amp; Pengabdian kepada masyarakat 

pada topik PPKS 

a Perlu 

Tidak Perlu 

96% 

Gambar diatas menunjukkan bahwa 96 % responden menyatakan perlunya 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan topik Pencegahan dan 

penanganan Kekerasan seksual. Dan sebanyak 99 % respondden memandang 

perlunya satgas PPKS di kampus untuk berjejaring dengan Lembaga- Lembaga 

diluar kampus demi mencegah dan menangani kekerasasn seksual di dalam 

kampus. 

4.4. Gambaran Hasil Studi Kualitatif 

4.4.1.Urgensi Pembentukan Satgas PPKS: 

Hasil wawancara dengan civitas akademika Universitas Mataram 

menunjukkan banyak warga kampus yang belum mengerti dan menyadari 

kekerasan seksual, sehingga bertanya pentingnya satgas PPKS.Sementara upaya 

preventif belum standar dan belum merata di semua fakultas, ada fakultas yang 

menindak dosen/tendik pelaku kekerasan seksual dengan menskors, namun di 

fakultas lain dianggap bukan merupakan hal penting 

13 



- 

Responden mengyatakan rektor harus sensitif terhadap ruang-ruang yang 

mengganggu ketentraman perempuan, sehingga tidak terjadi eksploitasi dan 

intimidasi. Selain perlunya satgas, perlu komisi etik di tingkat universitas.Adanya 

Permen, harus diturunkan menjadi peraturan rektor tentang tugas satgas, termasuk 

sistem pengawasan satgas PPKS.Di Universitas Mataram, ada UPT bimbingan 

konseling, namun masih terbatas pada psikologi pendidikan. Unram juga memiliki 

Fakultas Kedokteran( memilki banyak dokter), 3 orang psikolog dan terdapat 

kelompok mahasiswa peduli PPKS( SENYUM-PUAN). 

Mahasiswa berpendapat Pembentukan Satgas PPKS merupakan keharusan. 

Potensi terjadinya KS mungkin terjadi atau sudah pemah terjadi di kampus. 

Namun, karena ketiadaan saluran untuk melapor, adanya image tabu 

mendiskusikan KS, kebingungan hendak berbicara kepada siapa, menjadikan isu 

KS tertutup, seakan tidak ada kasus KS. KS berpotensi terjadi dalam beberapa 

ranah interaksi 

Tim PSGA berpandangan bahwa Isu KS sudah pernah didengungkan Unesa 

melalui PSGA LPPM pada awal tahun 2019, namun tidak semua civitas 

responsive dan peka terhadap isu ini. Gerakan yang pada awalnya diharapkan 

membesar menjadi daya dukung dalam penanganan kasus KS, berhenti dalam 

wacana, dan bergerak di sector pencegahan. Tahap penanganan tidak berjalan 

karena tidak ada payung hukum yang menaungi. 

Hasil diskusi dengan mahasiswa ITB, selama ini mhasiswa masih kebingungan 

dalam batasan kekerasan seksual serta masih belum mengetahui alur untuk 

melaporkan jika mendengar atau mengalami kekerasan seksual. Mahasiswa 

mengemukakan berbagai kejadian yang mereka ketahui. Kekerasan seksual 

tersebut dilakukan oleh oknum dosen maupunrekan sesama mahasiswa. 

Kekerasan seksual yang dialami berupa tulisan-tulisan dalam percakapan HP. 

Dosen pelaku kemudian dilaporkan pada dekan, posisi dosen tersebut masih 

sebagai dosen kontrak, maka kontrsk dosen tersebut diputuskan. Beberapa kasus 

yang terjadi mahasiswa digiring untuk melihat karya seni yang erotis dan 

ditekankan jika itu karya seni yang baik, sehingga mahasiswa hanya bisa 

menyetujui jika itu sebuah karya seni yang baik, walaupun mereka mersa tidak 

setuju dan jengah. Mahasiswapun masih bingung apakah kejadian tersebut masuk 
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kategori kekerasan seksual atau tidak.Mahasiswa merasa tidak berdaya dengan 

situasi seperti itu, namun tidak melaporkan. 

Dosen merasa terlecehkan dengan siulan iseng dari dosen senior dan 

melaporkannya ke dekan, selanjutnya dosen pelaku tersebut diproses dengan 

aturan yang ada, diharapkan dapat membuat jera dosen yang melakukan sikap 

tidak sopan tersebut. 

ITB merupakan perguruan tinggi yang dominan laki-laki, seringkali 

perempuan menjadai tangguh dan bisa menangkap beberapa hal yang sudah 

masuk pada kekerasan seksual. Tidak ada program studi kedokteran, sehingga 

hams mencari tenaga ah.Ii profesional dari luar perguruan tinggi.Ketika ada 

persoalan psikologis ditangani oleh biro konseling, ada beberapa kasus dirujuk 

pada psikiater dari Rumah Sakit Melinda 2 yang telah bermitra. Penerapan 

Undang-undang dan Peraturan Mentri akan sangat berdampak pada berbagai 

aspek seperti sarana-prasarana, keuangan dan lain sebagainya. Ada kelompok 

mahasiswa di ITB (Hope Helps ITB) yang sudah peka terhadap persoalan 

kekerasan seksual, dan berjejaring dengan beberapa univesitas lain seperti 

UNPAR, UI, UNDIP, UKSAKTI, UNAIR, UGM, UB dalam membantu rekan 

yang mengalami kekerasan seksual 

4.4.2. Pandangan Pimpinan tentang Pembentukan Satgas PPKS 

Visi Univeritas Mataram adalah Menjadi Lembaga pendidikan tinggi berbasis 

riset berdaya saing intemsional tahun 2025 dengan Misi Pertama adalah 

melaksanakan proses pendidikan tinggi berstandar mutu nasionaldan internasioanl 

yang berbasis riset yang kuat dalam rangka menghasikan sumber daya manusia 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki 

kompetensi dalam bidang-bidangnya dan berwawasan global. Dengan demikian 

maka mutlak mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sehat. 

Guna melindungi segenap sivitas akademika dan menciptakan rasa aman, 

sehingga perlu dilakukan upaya sistemik pencegahan kekersan Seksual melalui 

edukasi, sosialisasi, penyadaran, dan investigasi kasus serta penanganan melalui 

layanan pendampingan psikologis, medis, dan hukum kepada korban. Sebagai 

upaya memudahkan implementasi gerakan sistemik dalam mewujudkan kampus 
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bebas pelecehan seksual, dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Satgas ini memiliki peran sentral dalam 

merancang tindakan Prefentif, menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, 

dan memberikan layanan lanjutan kepada korban yang mengalami permasalahan. 

Pimpinan Unram mendukung Permendikbud dengan membentuk Pansel 

Satgas PPKS dan Pansel sudah memilih atau membentuk SATGAS PPKS sesuai 

aturan dalam Permendikbudristek 30/2021.Secara resmi SATGAS PPKS telah 

ditetapkan dengan SK Rektor Universitas Mataram No.12086/UNI 8/HK/2022 

tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan Satuan Tugas Pencegaan dan 

Penanganan Kekeasan Seksual (SATGAS PPKS) Di lingkungan Universitas 

Mataram Tahun 2022. Total Satgas 21 orang terdisi dari dosen, mahasiswa dan 

tendik. 

Pimpinan Unesa memberikan dukungan penuh atas kebijakan Mendikbud 

dalam menuntaskan dan mengurai satu dari tiga dosa besar Pendidikan, yaitu: KS, 

Radikalisme, Narkoba. Satgas PPKS memastikan bahwa kasus yang ada 

tertangani secara maksimal, hingga turunnya sanksi. Dari aspek pencegahan, ada 

pihak yang bertanggungjawab melakukan berbagai program Pencegahan secara 

intensif. Permendikbud No 30 Tahun 2021 membangkitkan kembali gerakan yang 

sudah pemah ada di Unesa. Unesa memberikan Respon Pimpinan yang dan 

tangkas dalam merespon Permendikbud tersebut, sehingga pada November 2021 

melakukan rapat koordinasi antara Pimpinan, PSGA dan SMCC (Crisis Center) 

untuk mendiskusikan pembentukan satgas PPKS. 

Berdasar basil diskusi dan kajian terhadap Permendikbud disepakati beberapa hal, 

yaitu: 

1 .  Satgas harus segera dibentuk 

2. Satgas terdiri dari psikolog, medis, agamawan, dan hukum 

Pada 3 januari 2022 terbit SK Pembentukan Satgas dengan unsur dosen, 

mahasiswa, dan Tendik. Total Satgas 15 orang terdiri dari tujuh dosen, tujuh 

mahasiswa, dan seorang tenaga Kependidikan. 

Pada awal pembentukannya, Satgas sudah mulai bekerja dalam menyelesaikan 

dan menangani kasus yang sempat viral. 
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Satgas PPKS ITB berhasil terbentuk dan diresmikan oleh Rektor pada tanggal 

27 Oktober 2022 melalui keputusan rektor ITB No.980/IT 1.A/SK-KP/2022 

setelah terlebih dahulu dilakukan beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi 

terhadap mahasiswa baru angkatan 2022 tentang PPKS di Perguruan Tinggi, 

Kuliah Umum dengan topikPencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual 

oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan RI, Olivia Ch. Salampessy tanggal 2 

November2 

Pimpinan Unesa memberikan dukungan penuh atas kebijakan Mendikbud dalam 

memutuskan den mengurai satu dari tiga dosa besar pendidikan, yaitu:KS, 

Radikalisme dan Narkoba. Satgas PPKS memastikan bawa kasus yang ada 

tertanagani secara maksimal, hingga turunnya sanksi.Permendikbudtistek No 

30/2021 membangkitkan kembali gerakan yana gsudah pemah ada di Unesa, 

sehingga pada 3 januari 2022 terbit SK Pembentukan Satgas dengan unsur dosen, 

mahasiswa dan tendik 

Mengacu pada kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Kemenristekdikti), Renstra Unesa beserta kondisi riel yang ada, maka Satgas 

PPKS Unesa dirancang untuk menjadi unit pelaksana Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual di Unesa yang (1) mendukung kebijakan strategis pemerintah 

melalui Kemenristekdikti, (2) mendukung kebijakan strategis Unesa, (3) 

mempersiapkan lulusan responsif gender, anti kekerasan seksual, dan calon guru 

yang ramah anak, dan (4) menjadi institusi yang aman, nyaman, dan sehat, yakni 

proses pendidikan berjalan dengan menempatkan nilai keadaban dan 

mengembangkan interaksi yang harmonis dan nir kekerasan antara civitas 

akademika. 

W alaupun mengetahui adanya kekerasan seksual,namun belum ada alur pasti 

untuk melaporkannya, maka ITB merasakan sangat perlunya keberadaan 

SATGAS. 

4.4.3. Satgas PPKS 

Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan 
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Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, tugas Satuan Tugas 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), adalah: 

Membantu Pemimpin Perguruan 

Tinggi menyusun pedoman 

Pencegahan dan Penanganan 

Pelecehan Seksual di Perguraun 

Tinggi 

Melakukan survei Pelecehan Seksual 

paling sedikit 1 ( satu) kali dalam 6 

(enam) bulan pada Perguruan Tinggi 

Menyampaikan hasil survei kepada 

Pemimpin Perguruan Tinggi 

Menyusun draft pedoman Pencegahan 

clan Penanganan Pelecehan Seksual di 

Unram,Unesa,,ITB dan 

dikonsultasikan kepada Pimpinan 

Melakukan survei Pelecehan Seksual 

setiap 6 (enam) bulan yang melibatkan 

seluruh civitas •' akademika di 

Universitas Mataram, Universitas 

Negeri Surabaya, dan Institut 

zteknologi Bandung 

Menyampaikan hasil survei kepada 

Pemimpin Universitas 

Mataram, Universitas N egeri 

Surabaya,Institut Teknologi Bandung 

Mensosialisasikan pendidikan Mensosialisasikan pendidikan 

kesetaraan gender, kesetaraan 

disabilitas, pendidikan kesehatan 

seksual dan reproduksi, Pencegahan 

clan Penanganan Pelecehan Seksual 

bagi Warga Kam pus serta 

mengembangkan volunter dari unsur 

mahasiswa 

kesetaraan gender, kesetaraan 

disabilitas, pendidikan kesehatan 

seksual dan reproduksi, serta 

Pencegahan dan Penanganan 

Pelecehan Seksual bagi Warga 

Kampus 

Menindaklanjuti Pelecehan Seksual Membuat hotline aduan dan minindak 

berdasarkan laporan lanjuti Pelecehan Seksual berdasarkan 

laporan 
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Melakukan koordinasi dengan unit 

yang menangani layanan disabilitas, 

apabila laporan menyangkut Korban, 

Melakukan koordinasi dengan Pusat 

Layanan Disabilitas (PLSD-LPPM), 

apabila laporan menyangkut Korban, 

saksi, pelapor, dan/atau Terlapor saksi, pelapor, dan/atau Terlapor 

dengan disabilitas dengan disabilitas 

Melakukan koordinasi dengan 

instansi terkait dalam pemberian 

pelindungan kepada Korban dan 

saksi 

Memantau pelaksanaan rekomendasi 

dari Satuan Tugas oleh Pemimpin 

Perguruan Tinggi 

Menyampaikan laporan kegiatan 

Pencegahan dan Penanganan 

Pelecehan Seksual kepada Pemimpin 

Perguruan Tinggi paling sedikit l 

( satu) kali dalam 6 ( enam) bulan. 

Melakukan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam pemberian pelindungan 

kepada Korban dan saksi 

Memantau pelaksanaan rekomendasi 

dari Satuan Tugas dengan 

mempresentasikan rekomendasi di 

hadapan Majelis Etik dan Pemimpin 

Perguruan Tinggi 

Menyampaikan laporan kegiatan 

Pencegahan dan Penanganan 

Pelecehan Seksual kepada Pemimpin 

Perguruan Tinggi setiap 6 (enam) 

bulan sekali. 

4.4.4. Wewenang Satuan Tugas PPKS 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Satgas PPKS memiliki 

wewenang: 

1. Memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, 

dan/atau ahli 

2. Meminta bantuan Pemimpin Universitas untuk menghadirkan saksi, 

Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan 

3 .  Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak 

.erait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan 



- 

4. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan 

Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau 

Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 

4.4.5. Kode Etik Satuan Tugas dalam Pelaksanaan Tugas 

Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi: 

1 .  Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan 

2. Menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor 

3. Menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas. 

Lahirnya Satgas PPKS merupakan implementasi dari Peraturan Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di 

Lingkungan Perguruan Tinggi dan wujud komitmen Unesa dalam menajdikan 

Perguruan Tinggi(Unram, Unesa dan 1TB) sebagai Kampus yang Zero Kekerasan 

Seksual. 

Satgas PPKS merancang program unggulan di bidang edukasi dan sosialisasi 

Pendidikan Anti Kekerasan, pembentukan kultur akademik yang harmonis dan 

bermartabat, tata ruang yang aman, penanganan kasus secara berkeadilan dan 

berperspektif korban, advokasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum di 

bidang PPKS, serta pendampingan psikologis dan medis serta melakukan survey 

dan penelitian bidang PPKS. Satgas dipimpin oleh seorang Ketua Satuan dan 
"i 

4.4.6 Divisi dan Personil Satgas PPKS 

Satgas PPKS Univeritas Mataram diketuai oleh Ketua Satuan Tugas (Kasat) yaitu 

Joko Jumadi, SH,MH, Satgas memiliki dua divisi, yaitu: Divisi Pencegahan 

dengan Koordinator: Dr,lr,Ruth Stella Petronella Thei,MS;Divisi Penanganan 

dengan Koordinator: Laely Wulandari SH,MH. Rektor Unram sebagai pengarah, 

wakil rector III sebagai penanggung jawab, dan beberapa pejabat Universitas 

sebagai Pembina kegiatan, Pembina teknis I, Pembina teknis II, dan Pembina 

teknis III. 
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Satgas PPKS Unesa diketuai oleh Ketua Satuan Tugas (Kasat), Satgas 

memiliki tiga divisi, yaitu: D).Divisi Advokasi dan Hukum,Kadiv: Dr. Hananto 

Widodo, SH., MH;Sekdiv: Iman Pasu Pasaribu, S.H., MH. 2). Divisi Prevensi dan 

Intervensi Kadiv : dr. Ananda Perwira Bakti, M. Kes ,Sekdiv: Nanda Audia 

Vrisaba, M.Psi., Psikolog 3).Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Kapus PSGA 

: Sjafiatul Mardliyah, S. Sos., MA ,Sekpus PSGA Putri Aisyiyah 

Rachma Dewi S.Sos. M. Med.Korn 

Tugas Divisi Advokasi dan Hukum 

1 .  Memberikan layanan konsultasi hukum bagi korban kekerasan seksual di 

kampus 

2. Memberikan pendampingan dan advokasi hukum secara non litigasi kepada 

korban kekerasan seksual di kampus; 

3. Menindaklanjuti pemberian jaminan perlindungan secara hukum oleh 

lembaga kepada korban dan saksi kasus kekerasan seksual di kampus; 

4. Melakukan pemeriksaan kasus kekerasan seksual di kampus bersama tim 

dan menyusun rekomendasi sanksi; 

5. Menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di 

kampus sebagai tindaklanjut dari Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 

bersama tim; 

6. Melakukan upaya peningkatan kesadaran hukum di bidang PPKS; 

7. Menyampaiakan laporan setiap 6 bulan sekali 

Tu gas Divisi Pref ensi dan Intervensi 

1. Memberikan pendampingan psikologis, spritual, dan medis bagi korban; 

2. Melakukan pemulihan kepada Korban dengan tindakan medis, terapi fisik, 

terapi psikologis, dan/atau bimbingan sosial dan rohani sesuai kebutuhan; 

3. Mengelola layanan informasi pelaporan kekerasan seksual dan media sosial 

edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual. 

4. Menyiapkan alat asesmen psikologi dan melaksanakan asesmen sesuai 

kebutuhan 

5. Melakukan pemeriksaan kasus Kekerasan Seksual bersama tim; 

6. Mengelola dan meningkatkan kapasitas Volunter PPKS; 

7. Merancang instrumen/standar ruang aman di kampus bersama tim; 
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8. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan sekali 

Tugas Studi Gender dan Anak 

1. Menyusun modul/media Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di 

kampus dan mensosialisasikan secara berkala kepada Pimpinan, dosen, 

mahasiswa, tenaga kependidikan dan warga kampus; 

2. Merancang penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga 

Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; 

3. Melakukan survey Kekerasan Seksual dan pelaporannya secara periodic; 

4. Melakukan edukasi dan sosialisasi Pendidikan kesetaraan gender, 

Pendidikan Kesehatan Seksual dan Reproduksi, dan Pendidikan Nir 

Kekerasan; 

5. Mengelola dan meningkatakan kapasitas anggota Satgas dan volunter 

6. Mengembangkan penelitian dan PKM bertema PPKS dan Kesetaraan 

Gender serta Inklusi Sosial (K.GIS). 

7. Melakukan jejaring dengan pihak luar dalam rangka PPKS, penelitian, dan 

PKM. 

8. Menyusun profil gender institusi setahun sekali. 

4.4.7. Visi Satgas PPKS Unesa ( 

Visi Satgas PPKS adalah "Mendukung visi Unesa, Unggul dalam Kependidikan 

Kukuh dalam Keilmuan melalui Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual 

yang sistematik untuk pencapaian Kesadaran Gender dan Kampus Zero Kekerasan 

Seksual.  Visi tersebut merupakan pedoman dan arah bagi seluruh civitas 

academica dalam membangun Kesadaran Gender (KG) dan Anti Kekerasan 

Seksual (AKS) di UNESA dan masyarakat. KG&AKS sejalan dengan capaian 

perencanaan pembangunan nasional Indonesia (2005-2025), yaitu untuk 

mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. 'Adil' berarti 

bebas dari segala bentuk diskriminasi atau keterbatasan, baik antar individu, atas 

dasar gender, atau daerah asal. 
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4.4.8. Misi Satgas PPKS 

Adapun misi Satgas PPKS adalah 

Menyelenggarakan pendidikan dan 

pembelajaran yang berpusat pada 

peserta didik dengan menggunakan 
pendekatan pembelajaran yang efektif 

dan mengoptimalkan pemanfaatan 
teknologi. 

komunitas untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran yang beradab 

serta kultur akademik yang kondusif 

Menyelenggarakan program sosialisasi, 

edukasi, dan training Anti Kekerasan 

Seksual (AKS) serta penguatan budaya 

Menyelenggarakan penelitian dalam 

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 
yang bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu dan kesejahteraan masyarakat. 

Menyebarluaskan ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi melalui kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang 

berorientasi pada pemberdayaan dan 
pembudayaan masyarakat. ( 

Mewujudkan Unesa sebagai pusat 
! kependidikan, terutama pendidikan 

dasar dan menengah serta pusat 
keilmuan yang didasarkan pada nilai 
nilai luhur kebudayaan nasional. 

Menyelenggarakan tata kelola 

pergrar inggi yang efektif, efisien, 

Menyelenggarakan survey dan 

penelitian terkait PPKS dan Pendidikan 

AKS untuk diimplementasikan di 

kampus 

Menyebarluaskan hasil penelitian 

tentang PPKS dan Pendidikan AKS 
melalui kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang berorientasi pada 

pendampingan sekolah Zero Kekerasan 

Seksual. 

Mewujudkan Unesa sebagai Pusat 
Pendidikan Calon Guru Responsif 

Gender dan Anti Kerasan Seksual serta 

Kampus Zero Kekerasan Seksual 

Menyelenggarakan tata kelola 

perguruan tinggi untuk mencegah 

transarz ian akuntabel yang terjadinya Kekerasan Seksual melalui 

merjznirz-seara berkelanjutan. layanan aduan, pendampingan, 

penanganan kasus pro korban, dan 

kebijakan yang mendukung PPKS 
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4.4.9. Tujuan Satgas PPKS 

Untuk mewujudkan misi tersebut, tujuan Satgas PPKS Unesa adalah: 

1 .  Terwujudnya Unesa sebagai kampus Responsif Gender dan Zero Kekerasan 

Seksual 

2. Tertanganinya laporan kasus Kekerasan Seksual yang melibatkan civitas 

Akademika sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Terdampinginya korban Kekerasan Seksual secara psikologis, sosial, spritual, 

medis, dan akademik 

4. Terlatihnya dosen, mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan sebagai tanaga 

pendamping PPKS 

5. Terlatihnya Calon Guru Responsif Gender dan Anti Kerasan Seksual 

6. Terwujudnya Unesa sebagai Pusat Pendidikan Calon Guru yang Responsif 

Gender dan Anti Kekerasan Seksual 

7. Teredukasi civitas akademika terkait wawasan Anti Kekerasan Seksual dan 

tersosialisasikannya implementasi PPKS di Unesa 

8. Menghasilkan laporan hasil survey setiap enam bulan sekali dan Catatan 

Tahunan (Catahu) PPKS Unesa 

9. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif bi dang gender dan PPKS serta 

menjadi rujukan dalam penerapannya di Institusi Pendidikan dan masyarakat 

10. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat bidang gender dan PPKS 

untuk mewujudkan lembaga Pendidikan yang Responsif Gender dan Zero 

Kekerasan Seksual 

1 1 .  Terwujudnya iklim akademik yang humanis, responsif gender, nir kekerasan 

dan berkeadilan untuk menjamin kualitas pelaksanaan tridharma perguruan 

tinggi secara berkelanjutan. 

4.4.10. Sasaran Satgas PPKS 

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan di atas, sasaran strategis Satgas PPKS adalah 

1 .  Meningkatya kualitas pembelajaran yang responsif gender dan nir kekerasan. 

2. Meningiarnya pengembangan sarpras Unesa yang responsif gender dan nir 

kekers:r 
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3. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas SDM Unesa yang responsif 

gender dan nir kekerasan. 

4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset bidang gender dan PPKS 

5. Meningkatnya kapasitas Satgas dan Civitas Akademika 

6. Meningkatnya penyebarluasan kegiatan PPKS melalui berbagai media dan 

jejaring ekstemal 

7. Terwujudnya tata kelola yang responsif gender dan nir kekerasan serta kualitas 

layanan aduan dan penanganan kasus yang humanis dan pro korban. 

8. Terlaksananya program Pencegahan dan Penanganan Kekekrasan Seksual 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

4.4.11. Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual 

Kekerasan Seksual berpeluang terjadi ketika terjadi relasi kuasa dan Interaksi 

yang tidak setara dan bias gender antara: 

1 .  Dosen dengan dosen 

2. Dosen dengan mahasiswa 

3. Dosen dengan Tenaga kependididkan 

4. Mahasiswa dengan mahasiswa 

5. Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan 

6. Tenaga Kependidikan dengan tenaga Kependididkan 

8. Dosen/Mahasiwa/Tendik dengan warga kampus lainnya 

Relasi kuasa akan diperparah dengan budaya patriarkhi yang kental. 

Kekerasan Seksual memungkinkan terjadi di mana saja dan kapan saja. Peluang 

terjadinya KS di dalam Kampus ketika infrastuktur tidak responsive gender dan 

tata kelola yang kurang baik. 

a Laboratorium 

b. kamar Mandi 

c. Ruang Ke las 

d. ruang Dosen 

e. Taman 

f. Terre:i2 
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KS memungkinkan dilakukan orang yang diberi kepercayaan membawa kunci 

ruang tersebut, ketika tidak amanah atau disalahgunkan. Hal ini meniscayakan 

1 .  Adanya aturan tegas terkait penggunaan fasilitas 

2. Perijinan penggunaan fasilitas di luar jam kampus 

3 .  Kontrol oleh Satpam atau pimpinan terhadap fasilitas yang berpotensi atau 

berpeluang terjadi KS. 

Oleh karena itu diperluakan kelengkapan: 

1 .  Form perijinan kegiatan di luar jam kerja 

2. SOP Penggunaan fasilitas kampus 

3. Panduan interaksi social di kampus 

Peluang terjadinya KS di Luar kampus 

a. di Tempat magang 

b. di Tempat KKN 

c. di Tempat kost 

d. di T empat lain 

Antisipasi dari adanya tindak KS di kegiatan tersebut dengan melakukan 

strategi: 

1 .  Pembekalan sebelum turun kegiatan kampus 

2. Adanya perjanjian atau kesepakatan dengan tempat eksternal dimana 

mahasiswa ditugaskan 

3. SOP Interaksi 

4. Dibentuk Forum silaturahim dengan pengelola Kost 

4.4.12 Dukungan Kampus kepada Satgas PPKS 

Pimpinan memberikan dukungan penuh kepada Satgas dalam bentuk: 

1 .  P2nempatan Satuan Selevel satuan lain di Unesa 

4.Pe lz<-±:- .=rzngan sesuai ketentuan permendikbud 
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4.4.13. Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual 

Unesa membuat hotline pengaduan dan edukasi KS melalui media 

IG.satgasppksunesa dan web. Satgasppksunesa. Warga Unesa secar bebas dan 

terlindungi dapat menyampaikan aduan melalui hotline yang telah tersosialisasi di 

semua fakultas 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan basil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

l.Kekerasan seksual terjadi di semua kampus lokasi penelitian yaitu Unram, 

Unesa dan ITB.Responden mengaku mengetahui kekerasan seksual telah dialami 

oleh rekan atau teman responden. 

2. Komitmen Pimpinan Perguruan Tinggi akan pentingnya pencegahan dan 

penanganan Kekerasan Seksual di kampus cukup tinggi terbukti dengan 

terbentuknya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di semua 

kampus lokasi penelitian berdasarkan SK Rektor masing-masing Perguruan 

Tinggi tentang pembentukan Satgas PPKS. 

3 .Mayoritas warga kampus belum atau tidak mengetahui keberadaan Satgas 

PPKS. 

5.2. Saran 

Perlu dukungan kebijakan dan anggaran dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk 

penguatan Satgas PPKS yang sudah terbentuk dalam percepatan pencegahan dan 

penurunan kekersaasn seksual di Perguruan Tinggi. 
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